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Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum,
Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
Sumber Lainnya :
Hasil Wawancara dengan Bapak Rohmat selaku bagian PPHD di Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandung,27 Juli 2020,Pukul 13.15 WIB.
Sumber data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang jumlah
Wanita Tuna Susila di Kabupaten Banyumas tahun 2016.
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